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Absfak

. The tnnsition from auhorilarianisn to democncy is prolonged and complex

process. From the national united background,fhe process of tansition flows through

three phase (1) prelininuy step, i.e. struggling to replace rqime; (2) decision step, i.e.

building demoaatic instiffiion: and (3) consolidation step, Le. lhe process in which

instlution and denocralic practice intemalized in political cufture.

Civic disposition, futir pivate and publh, as an element of civic education, buift

very deternined by two otlrcrs compuent, i.e. civic knowledge and civic skill, is a facbr
which an develop democracy consolidation. Civb disposition is a minor of civic cuftue,
which is as denncntic political cufture,

Kdr kunci: kamkter warga negua, konsolidasi denokrasi, pndidikan
kewargarcganan.

Pendahuluan
Transisi demoknasi pada aa refomasi belum menampakkan gejala menguat

atau terkonsolidasi. Sosialisasi politik yang berkembang belum memunculkan civil
sociely. lndikatomya anhra lain (1) dalam masyarakat kita, anak-anak tidak didik
menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik

keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan nasib si

anak, merupakan domain orang dewasa, anak-anak lidak dilibafl<an sama sekali. (2)

tingkat politisasi sebagain brbesar masyarakat kita sangat rendah. lkut terlibat dalam
wacana publik tentang hak * hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan
sejenisnya, bukanlah skala prftritas yang penting (Afan Gahr,2002: 120),

Fenomena lain pedlaku masyarakat dan elit politik belum memperlihatkan
adanya komitnen terhadap perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis.
Otonomi daerah yang diharapkan dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat
justu beftecenderungan melahirkan raja-raja kecil di daenah. Hasil penelitian LlPl,
menunjukkan penercpan otonomi daerah selama ini masih cenderung berkutat pada
penalaan organisasi dan pengembangan SDM lingkup pemerintahan. SDM non-
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birokasi yang mestinya menjadi mita kerja pemerintah daerah jusfu belum

diperdayakan (Kompas, 17 Deember 2003). Kondisi ini menggambarkan

pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan masyarakat madani sebagai

faktor penting bagai pengembangan otonomi daerah belum digarap secara serius.

Disamping itu, keberadaban (civility) dabn diri elit politik maupun warga

negara seperti rnenghindari permusuhan, kesewenang-wenangan, emosi dan

irasionalitas dalam perebatan mengenai isu-isu publik tampak belum menjadi karakter.

Begifu pula belum ada komifnen yang kuat untuk rnmperbaiki kehklupan bersama

dari penyakit kronis KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) sebagai warisan rezim

sebelumnya, bahkan korupsi merambak meluas kemana-mana. Awalnya KKN

didominasi oleh eksekulif dan birokrcinya kini telah merambah pada kalangan politisi

dan wakil rakyat. Dewaa ini banyak dari kalangan wakil rakyat yang diadili karena

kasus korupsi. Misalnya, kasus korupsi di DPRD Surabaya. Mochamad Basuki mantan

Ketua DPRD Surabaya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 16 Juli

2@3 dinyabkan terbukli melakukan korupsi Rp. 2,7 milliar secana bersama-sama,

sesuai dengan Pasal 3 UU N0.31/1999 bnbng pebuatan yarq mengunfungkan diri

sendiri atau orang lain sehingga dapat merugikan pemkonomian dan keuangan negara.

Bahkan karena maraknya KKN dewasa ini, meminjam istilah Sofyan Efendi kini telah

terjadi pergeseran dan oligarchy onuptionke denncrath cwrupbon.
Di lain pihak masyarakatftnrga negara belum menampakkan sifut-sifat yang

dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi. l(onflik sosial yang disertai dengan

kekerasan fisik dan tindakan anrakis cukup menonjol mewamai perilaku masyarakat.

Memang tindakan pembakangan terhadap pemegang kekuasaan lauthority) dalan
masyarakat demokratis, dianggap hal yang biasa sebagai bentuk kontrol terhadap
penguasa. Tetapi ketika hal ifu nenjadikan fungsi pemerintah dalam menjalankan

kebijakan publik tidak efekff, tenUnya pedu dilakukan pembenahan. lQrena dalam

demokrasi menginginkan pemerintahan yang ebktif dalam memberikan pelayanan

publik.

Sebagai upaya unfuk mengabsi poblema di atas, dari perspeklif pendidikan

kewarganegaraan adalah bagaiamana membenfuk karakter warga negara yang

demoknatis dan bertanggunglawab. Pembenfukan karakter yang demikian penting

sehingga ketika seorang warga negara berpcisi memerintah (menjadi pejabat publik)

dan berposisi di perintah memiliki karakter privat dan publik yang kuat. Pemilikan
karakter privat dan publik yang kuat sangat penting bagi pengembangan kehidupan
berbangsa dan bemegara yang demokralis. Robert A. Dahl (2001: 252) ilmuan politik

yang banyak bakutat dengan demokrasi kontemporer melihat pendidikan

kewarganegaraan sangat penting dalam pmses demokrasi. Dahl mengemukakan

bahwa satu kriteria utama unfuk proses demoknasi adalah pemahaman yang cerah:
dalam batas-batas wakfu yang masuk akal seliap warga negara harus memiliki
kesempatan yang sama dan efeklif untuk helajar mengenai kebiiakan-kebijakan

altemalif yang relevan dan akibatakibatrya.
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Pengetahuan dan Ketranpilan Kernrganegaraan Sebagai Basis pengembangan
l(arakterWarga Negara

Selama ini seperti dinyatakan Muchtar Buchori (Kompas, 28 Februari 2003)
sekolah hanyalah memberikan kemampuan unfuk menghapal, dan bukan unfuk berpikk
secara kreatif. Hasilnya pendidikan kib lidak punya makna. Unfuk itu sekolah harus
memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membenluk karakter. Aspek
pengetahuan yang dikembangkan seharusnya bisa menopang kebufuhan skill yang
terus berubah. Pentingnya materi yang dikuasai anak didik harus bisa mengikuti
pe*embangan kehidupan, kapan dan dimanapun, juga ditekankan oleh Winamo
Surakhmad (Kompas,24 April 2@3).

Sesungguhnya secara konseptraldan teoritik Ovrc Educafion (PKn) telah lama

lauh sebelum ifu menghanskan pedunya ketiga komponen pokok tersebut,
dikembangkan dalam PKn yang bemutJ, seperti yang diajukan oleh &nler for Civic
Education pada tahun 1994 dalam Nafiona/ Standards for Civia and Govemment.
Ketiga komponen pkok tersebut, yaifu civ'tc krcwledge, cfub skr'llg dan civb
dapogfons (Margaret S. Branson, dkk., 19{Xl: &25). Kurikulum Berbmis Kompetensi
(KBK) Kewaqanegaraan yang akan diberlakukan pada tahun 2@4 tampak telah
mengarah pada ketiga kompnen Plft yang bermutr. Hal ifu bisa dicermati pada fungsi
dan tujuan mata pelaiaran Kewaqanegaraan sebagai vensi new civic education
lndonesia pada era reformasi. Fungsi dan fujuan mata pelajaran kewarganegaraan
untuk SD & Ml, SMP & M.Ts., SMA & MA yaitu:

1. Fungsi

Mah pelajaran Kewarganegaraan berfrrngsi sebagai wahana unfuk membentuk
\,varga negam cerdc, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan
negara lndonesia dengan mereflelsikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak sesuaidengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan
Tujuan mata pelaiaran Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-
kompetensi sebagai berikut:
a. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan ,

b. berpartisipasi secara bermutu dan berlanggung jawab, dan berlindak secara
cerdas dalqm kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

c. berkembang secara positif dan demokralis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat lndonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa,bangsa lainnya.

d. Berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003: 3).
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Dari fungsi dan fujuan karnarganegaraan di atas tampak terdal il 3 komponen
penting yang hendak dikembangkan yaitu: warga negara yang cerdas (memiliki
pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi) dan
berkaraKer (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan
bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD '1945, dapat hidup bersama dengan
bangsa-bangsa lain). Karakter kewarganegaraan yang bersisikan sifat-sifat yang
mestinya melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan peran dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara akan terbenfuk ketika telah berkembang pada
dirinya pengelahuan dan kefampilan kewarganegaraan. Dengan kah lain
pengetahuan dan kefampilan kewargarcganan merupakan basis bagi terbenhrknya
karakter kewarganegaraan. Perbnyaannya apa saja yang termasuk dalam
pengehhuan dan ketampilan kewarganegaraan? Berikut ini merupakan uraian
mengenai kedua komponen lersebul.

1. Pengetahuan Kermryansgerean
Pengetahuan karvarganegaraan (civic knowbdge) nerupakan materi subsbnsi

yang harus diketahui oleh waqa negan. Pada prinsipnya pengelahuan yang harus
dikehhui oleh warga negana berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga
negara dan pengetahuan yang mendasar tentang sfuktur dan sistem politik,
pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam
Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehilupan
berbangsa dan bemegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokatis serb
cara - cara kerjasama unfuk mewiudkan kemajuan bensama dan hidup berdampingan
secara damai dalam masyarakat intemasional,

Center lor Civb Education maupun Slandar an d Civics Framwork for the lgg1
Nalronal Assesment of Educalion (NAEPJ mengajukan 5 pertanyaan yang jawabannya
akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi- 

....

(content standard) yang berupa kefampilan kewarganegaraan (cMb skr//s) dan karakter
kewarganegaraan (civrb dispotisbns). Kelima pertanyaan tersebut yaitu :

a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?
b. Apabndasifondasisistem politik?
c. Bagaimana pmerinbhan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-

tuiuan, nilai-nilai dan prinsipprirsip demokrasi?
d. Bagaimana hubungan antar suafu negara dengan negara lain dan posbinya

mengenai masalah-masalah intemasional?
e. Apa peran warga negara dalam demokasi?

Di lndonesia tentang subshnsi pengetahuan kewarganegaraan ada beberapa
pandangan:

Menurut Pusijibang, yang juga dikembangkan dalam ToT (Training of lrainers) Guru
SLTPfr,tTs substansi pengetahuan kaivarganegaraan meliputi:
a. Manusia sebagai zoon politiwn,
b. Nilai, norma dan moral,



d.
e.
t.

s.
h.

i.

t.
k.
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Norna+orma dalam masyarakat,

Bangsa dan Negara,

lGnstitusi,
Lembaga-Lembaga Politik,

Kewarganegaraan,

Sistem Politik Demokrasi,
Negana Hukum dan Penegakkannya,

Hak Asasi Manusia (HAM),

Peran lndonesia dalam Hubungan lntemasional,

L ldentitas Nasional.
Pusat Kurikulum lewat konsep KBK Kewarganeganaan SD & Ml, SMP &

MTs. dan SMA & MA tahun 2003, mengajukan civic ktowledrge berupa aspek sistem
berbangsa dan bemegara yang terdiridariiub aspek :

a. Persafuan Bangsa,
b. Norma, Hukum, dan Peraturan,

c. HakAsasiManusia(HAM),
d. Kebutuhan Hidup Warga Negara,

Kekuasaan dan Politik,
Masyarakat Demokratis,

Pancasila dan Konstfusi Negara,
Globalisasi.

Aspekespek dad pengetahuan hmryanegaraan dl atas pada dasamya
merupakan penge{ahuan yang berkaitan dengan peran mqa negara dalam
hidup berbangsa dan bernegara yang demlortis.

2. Ketrampilan Kewrganegaraan

lGhampilan kewarganegaraan (qvtc skr/ts), merupakan ketrampilan yang
dikembangkan dari pengetahuan kolrarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh
menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanhat<an dalam menghadapi
masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bemegana. Ctuic skills mencakup
intelectual skil/s (kefampilan intelektual) dan paticipation skr'//s (ketrampilan
parlisipasi).

Ketrampilan intelekfual yang terpenting bagi brbenfuknya warga negara yang
berwawasan luas, efektif dan bertanggurg jawab antara lain adalah ketrampilan
berpikir kritis. Kefampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi,
menggamba*an/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi,
menenfukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-
masalah publik. Ketrampilan inielektual tampak ada upaya diakomodasi KBK
Kewarganegaraa.r (2003) yang secara eksplisit dinyatakan dalam Praklek
Pembelajaran Kewarganegaraan diharuskan adanya pengembangan dan pene€pan
cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif unfuk mendukung kompetensi dasar. Juga

e.

t.
g.

h.
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dapat ditemui pada indikator, meskipun belum memadai bahkan masih ada
kemampuan "menyebutkan" sebagai sesualu kemampuan yang sangat rendah dan
tidak termasuk dalam kategori berpikir kritis masih digunakan.

Pentingya kefampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh
Aristoteles dalam bukunya Poffbs (340) (dalam Branson, dkk., 1999: 4), Aristoteles
menyatkan , 'Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagaian
pendapat orang dapat diperobh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan
kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang bnpa kecuali ikut ambil bagian
sepenuhnya dalam pemerinhhan". Dengan kab lain cila - cita demokrasi dapat
diwujudkan dengan sesungguhnya bila seliap warga negara dapat berpartisipasi dalam
pemedntahannya. Sedangkan kehampilan partisipasi meliputi : berinteraksi, memantau,
dan mempengaruhi. Dalam KBK lGwarganegaraan (2@3) hmpak kefampilan
panisipasi telah disentuh, dalam rumusan kompetensi dasar dengan eksplisit
'kemampuan bepartisipasi". Dalam indikahr tentang 'kemampuan berpartisipasf
sebaiknya lebih kongkrit, namun yang muncul bmpak masih abslrak dan juga belum
sistemalis. Misalnya indikator tenbng partisipasi adalah : berparlisipasi,
mensimulasikan, mendemonsbasikan, dan memprakbkkan. Oleh karena itr.r, sebagai
bahan perlimbangan unhrk pengembangan kefampilan kewarganegaraan dalim
praktek pembelalaran keuarganegaraan, bisa dengan mengacu pada rincian seperli
dapat dilihat pada tabel 1.

TNl
KEIRAUHIr'.N KEWARGATIEG/.R//.N

1. Mengidmtilikasi
(menandai/menunjukkan) dibedakan
meniadi kelramdlan :. Membedakan;. Mengkelompokkan/mengHasifikasi

kan. Menentukan bahwa sesuafu itu asli.
2. ilenggambartan {msnberikan uraiart

ilustrasi), misalnya tefl tang:. proses;

. Lembega;. Fungsi;. Alat;. Tujuan;. Kualitas;
3. Itlenjelastan(mengHarifikasi/

menafsirkan), misdnya tentang:. Sebab-sebab teriadinya suatu

.Bednbrahi (temasrk beftomunikasi
tentinya) teihadep oby€k yang berkaitan
d€ngan masalahfiasalah puuih yang
temasuk ddan k€{rampilan ini, d.:
. bertanya, meniai.ab, benliskusi

dengan sopan santun;
. mer{elaskan artikulasi kepantingan;
. membengun koalisi, negdsasi,

komprorni
. mengdda konflik secara damai;
. mencari konsensus.

2.lremanbu/memonitor masalah pditik
dan pemerintahan terutama dalam
penanganan penodan+ecodan publik

,yang termasuk ketranpilan ini a.l. :. Menggunakan berbagai sumbet
infomasi seperti perpustekaan,
surat kabar, TV. dl untuk
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. Makna dan pentingnya peristiwa

atau ide;. Alasan b€rtndak;
[[enganalisis, misdnya tentang
kemanpud menguraikan:. Unsur- unsur atau kompoflen-

komponen ide (gagasan), proses
politik, insttuS{stitusi;. Konsekueflsi dari ide, proses
politk, inslitusi - institud;. tuemilah mana yang m€rupakan
cara dengan tuiuan, mana yang

m€rup*ar faKa dan p€ndapat
mana yang mefupakan
tanggungjaweb pdbadi dan mana
yaE merup*at tanggungjawab
publik,

llengevaluasi p€ndapaupo*si :

rnenggunakal kiteria/standar untuk
membual kepufu san tentang:. kekuatan dan kdemahan isid

pendapat;
r menciptkan pendapat baru.
enganbil pendapauporbi :. dari hasil seleksi babagai pe$si;. membuat dlihan baru;
emperhhankan pendapaUpoirl:
. mengemukakanargumentasi

b€rdasad€n asumsi atas posisi
yang dipertahankar/diamtiUdibela;I merespons posisiyang tidak
disepakati.

mengetahui pelsoalan.p eFoalan
publik;

. Upaya mendapelkan infomasi tentang
peGodafl publik dari kdompok-
kdompok kep€fitingil, peiabat
pemerintah, lembagalsnbaga
pemerintah. Misalnya dengan care
menghadiri babagai pedernuan
publik sepeni : pertemuan

oqanisasi siswa komite sekolah,
dewan sekolah, pert€muan

desa/BPD, pedefluan wali kota,
LSM, dan oqanisa$
kernasyarakatan lainnya.

3.Xenpongaruhi pros€s politik,
pemedntah baik secara fomal maupun
informal, yang tsmasuk ketrampilan ini
d.:. Melakukan simulasitentang kegiatan :

kampanye, pemilu, dengar pendapat
di DPRIDPRD, p€rtemuan wali kota,
lobby, peradilan;

. Memb€rikan suara dalen suatu
pemilihan;

. Membuat petisi;

. lhlakukan p€rnbicaraan/membed

kesaksian di hadapan lembaga
publik;

. Bergabung atau bekeria dalan
lembage advokasi untuk
memp€riuangkantuju bersama
alau pihak lain;. Meminta atau menyediakan diri untuk
menduduki jabatan tedentu.

Didah dad Center Educalion (1
p.p. 1-.5; 127- 135.

3. Karakler Kernrganegaraan

Karakter kewarganegara an (civb dlspovtrons), merupakan siht-sifat yang
harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi polititl
berfungsinya sbtem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan
kepentingan umum. Dalam KBK Kewarganegaraan (2003) tentang karakter
kewarganegaraan belum dikembangkan secara baik dan lengkap. Dikatakan demikian,
karena karakter kewarganegaraan belum terumuskan pada setiap kompelensi dasar,
hasil belajar maupun indikatomya. Begitu pula meskipun telah disentuh karakter publik
(misalnya: mematuhi perundang-undangan nasional; mengapesiasi dinamika politik
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lndonesia) namun karakler publik yang kritis terhadap undang-!.jndang maupun
terfiadap sistem polilik maupun rejim tampak kurang dipefiatikan padahal hai ini
sangat penling dalam masyarakat demokalis. Supaya segala produk undang-undang
sejalan dengn aspirasi dan di bawah konbol masyarakat Sehingga misalnya dalam
praKek pembelajanan keuarganegaraan perlu dimasukkan karakter publik yang berupa
"Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehaf.

Sedangkan unfuk karakter privat dalam KBK juga nasibnya sama dengan
karaher publift. Misalnya, karaKer pdvat ini dapat dipahami dengan rumuian
'membiasakan diri mengemukd<an pendapai secana benar dan bertanggung lawab",
'membiasakan diri melakanakan budaya demokrasi di lingkungan masyarakaf. Dalam
kehidupan berbangsa dan bemegana dalam kondbi fansisional dan sangat dinamis,
dimana antara fakta dan isu; benar dan salah cenderung berkembang menjadi kabur
(absuro)atau 'dikabuftan"maka karakter prival perlu dikembangkan. Ciri-ciri
wahkftarakbr privat (pdbadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang uhma
melipuli :

a. lvlenjadi anggota masyarakatyang indEenden (mandiri).
lGrakter ini merupakan kepafuhan secara suka rela terhadap peraturan yang
berlaku dan bertanggun$arab ahs segala konsekuensi yang timbul dari
perbuabnnya serb menerima kevrajiban moral dan legal dalam masyarakat
demoknatis.

b. Memenuhi langgungjaunb penoml keuarganeganan di bidang ekonomi dan
politik.

Yang lermasuk karaher ini, antara lain :

1) Mengurusdirisendili;
2) Memberi nafl<ah/menopang keluarga;
3) Merawat, mengurus dan mendidik anak;
4) Mengikutiintumasi tentang isu*u publik;

5) Memberikan suara (vofhg);
6) Membayarpajak;
7) Menjadi saksidi pengadilan;

8) Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
9) Melakukan fugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuang

sendiri/masirq-masing.
c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Yang termasuk karakter ini, antara lain :

1) mendengarkan pendapat orang lain;
2) berperilaku santun (bersikap sopan);
3) menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara;
4) mematuhi prinsip aturan mayoitas, namun letap menghargai hak minoritas

untuk berbeda pendapat.
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Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan
efekiif.

lGrakter ini menghendaki pemilikan inhrmasi yang luas sebelum memberikan
suara (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibabn dalam diskusi
yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga
menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi
sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan
seseorang karena kewajibannya atau primipprinsip konstifusional unfuk menolak
funfutan-funtutan kewarganegaraan tertenfu. Sifatsifat warga negara yang dapat
menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik)
di antaranya:
1) Keberadaban (crllrfy), yang termasuk sifat ini antara lain:r menghormali orang lain;r menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham;. mendengarkan pandangan orang lain;r menghindari argumentasi yang bemusuhan, sewenang- vlenang,

emosional dan tidak masuk akal;
2) Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini antara lain:. menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama

dalam pemerintahan dan sama di mata hukum;. menghormati hak orang lain unfuk memegang dan menganjurkan gagasan
yang bemacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi unfuk memaiukan
pandangan-pandangan mereka.

3) Menghormati hukum, yang termasuk siht ini anbra lain:. berkemauan memafuhihukum, bahkan kelika ia lidak menyepakatinya;. berkemauan melakukan tindakan dengan cara{ara damai dan legal untuk
mengubah hukum yang tidak arif dan adil;

4) Jujur: berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
5) Berpikiran terbuka: yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
6) Berpikir kritis: yaitu kehendak hati unfuk mempertanyakan

keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
7) Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi: yaifu kesediaan untuk

membuat kesepakahn dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang
sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran
secara moral unfuk melakukannya.

8) UleUtidak mudah pufus asa: yaifu kemauan unfuk mencoba berulang-ulang
untuk meraih suafu fujuan.

9) Berpikinn kewarganegaraan: yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap
urusan-urusan publik/kemasyarakatan.

10) Keharuanimemiliki perasaan kasihan: yaitu mempunyai kepedulian agar orang
lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
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f i) Patriotisme: memiliki loyalibs terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.
12) Keteguhan hati: kuat untuk tebp pada pendiriannya, kelika kata hati

menuntutnya.
'13) Toleran terhadap ketidak pastian: yaifu kemampuan untuk menerima' ketidak

pastian yang murrcul, karena ketidak cukupan pengetahuan abu pemahaman
tentang isu-isu yang komplek ahu tenbng ketegangan antara nilai-nilai
fu ndamental dengan prinsipprirnip.

e. Mengembangkan fungsi demokasi konstitusional yang sehat.
KaraKer ini mengarahkan wa4anegam agar bekefa dengan caracara damai dan
legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap lidak adil dan
bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini, antara lain:
1) Sadar informasi dan kepekaan brtadap urusan-unsan publik;
2) Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilaidan primipprinsip konstifusional;
3) Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembagalembaga publik

dalam penerapan nilai-nilai dan prinsipprirnip konstifusional dan mingambil
langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekuftngannya.

Jika dianalisis kelerkaitan anhra pengetahuan, ketampilan dan karakter
kewarganegaraan dapat dinyahkan sebagai berikut :

1) Ketiga komponen Pendidikan Keunrganegaraan (civic knowtdge, crvb skrir/s dan
cMc dispovfons) secana konsephral dan teori$k dapat dipilah-pilah, tehpi dalam
penerapan pada praktek pembelajanan merupakan satu kesatuan yang tak
lerpisahkan.

2) Aspekaspek cfub slaills seperti telah disebutkan di abs, muncul lebih didasarkan
pada tunfutan kebufuhan hidup yang nyab dan mendasar bagi warganegara
untuk mengambil peran yang berbnggurgjawab dalam feniOupan puOtit
{bermasyarakat, berbangsa dan bemegara) dalam sebuah masyarakat yang
demoknalis, daripada sesuatu yang muncul didaaftan paOa takionomi. bbi
karena itu obyek yang menjadi soaran cl'yb s/<ills harus benar-benar persoalan
publik riel, substansial dan akhral. lni berafli obyeknya lidak terkungkurg di kelas,
tehpi rnenembus dinding kelas meluncur pada ketridupan polilik, pemerinbhan dan
kemasyarakatan baik level lokal, regional, nasional bahkan mondial.

3) Aspek-aspek karakter keunrganegaraan lebih merupakan dampak dari praktek
pembelajaran jangka panjang yang mengembangkan civrc sk//s daripada didesain
secara eksplisit dan dapat diwujudkan secara langsung (sekelika). Hal ini
disebabkan pembentukan wabk/karakter atau sifut yang melekat (inheren) pada
seliap warganegara merupakan $oses transfomasi yang membutuhkan 

'waktu

relatif lama. Oleh karena itu, ketika mengembangkan civic skills seharusnya sudah
dapat diprediksi dampaknya bagi upaya pembenfukan karaher kewarganegaraan.

. ...AF dasar prinsipprinsip di atas dan mernperhatikan tingkat perkeribangan
anak. Misalnya untuk siswa SD dapat dikembangkan, ketampilan menggambark-an,
menganalisa dan berintenksi. sedangkan sbwa sLTp/sMU bisa dihmliah dengan
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ketrampilan: evaluasi, mengambil posisi baru dan mempertahankan posisi serta
ketrampilan memanatau dan mempengaruhi. Hanya saja untuk SMU lebih dalam
tingkat akademiknya dan luas obyeknya.

FaKor KaraherWarya Negara dalam Konsolidasi Demokrasi

Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan) memfokuskan pada demokrasi
politik atau demokrasi sebagai sebuah sistem politik. lGrena Cryrc Educafbn sebagai
bagian dari sosialisasi politik berfungsi sebagai pemelihara dan pengembang sistem
politik ideal yaitu demokrasi. Juga sebagai salah satu aspek penting bagi
pengembangan "representative govemnent under he rule of law'. Bahkan seperti di
nyatakan Benyamin Barber (dalam Branson, dkk., 1999: 5) dalam demokrasi
konstitusional, ciic education yang efeklif adalah suatu keharusan karena kemampuan

untuk berpartisipasi dalam masyarakatdemokratis, berpikir secan kritis, dan berlindak
secara sadar dalam dunia yang plural, memedukan empati yang memungkinkan kita
mendengar dan mengakomodasi pihak lain semuanya ifu memerlukan kemampuan
yang memadai

Adalah Robert A. Dahl (dalam Sorenson, 2003: 1&19; Mochtar Mas'oed,
1994: 12) yang memberikan kontribusi mendifinisikan demokrasi sebagai sebuah
sistem politik. Dahl menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi
(keinginan) warga negaranya yang sebra secara politis, sebagai sifat dasar demokrasi
(poliarki). Responsifitas sem€ram itu mensyarat<an jaminan oleh pemerintah berupa
kesempatan bagi warga negara untukl ('l) merumuskan preferensinya, (2)

menunjukkan preferensinya kepada sesama warya negara dan pemerintah melalui
tindakan pribadi maupun kolektif, dan (3) mengusahakan agar kepentingannya ifu

dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan kepufusan pemerintah,
artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi ahu asal-usulnya. Ketiga kesempatan ini
pada gilirannya tergantung pada tersedia tidaknya I kondisi yang dijamin oleh
lembagalembaga dalam masyarakat, yaih.r:

1. Kebebasan untuk membenfuk dan menjadi anggota organisasi.
2. Kebebasan mengeluarkan pefldapat.

3. Hak memilih.

4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah.

5. Hak bagi pemimpin politik unfuk bersaing dalam mencari dukungan dan meraih
suara.

6. Sumber-sumberinformasialtematif.
7. Pemilahan umum yang bebm dan adil.
8. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada

perolehan suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian
preferensi lainnya.

Ke delapan kondisi di atas mencakup tiga dimensi demokrasi yaifu kompetisi,
partisipasi dan kebebasan (liberalisasi) dan juga merupakan ukuran demokrasi.
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Dengan kata lain demokrrei merupakan ratanan politik yang n,e'liliki kompetisi,
partsiapasidan liberalisasiyang tinggi. -

Dahl (dalam Sorenson, 2@3: 94-95) selanjufirya menyalakan lima kondisi yang
paling mendukung bagi mengembangkan poliarki yang stabil/pemerinbh demoirati!
yang stabil, yaitu:

1 . para pemimpin lidak nnnggunakan instumen utama koeni kekerasan, yaitu: polisi,
militer unfuk meraih dan rnempertahankan kekuasaannya;

2. terdapat organisasi masyarakat plunalis yang modern dan dinamis;
3. ptensi konflik dalam pluralisme sutrkulfural dipertahankan pada level yang masih

dapat di toleransi;
4. di .antara 

penduduk negai, khusrnnya lapisan politik aktiftya, terdapat budaya

- politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasidin lembaga poliarkii
5. dampak dari pengaruh atau kontrol oleh negara asing dapat menghiambat atau

mendukung secara posilif.

Transbi dari pemerintahan nondemokratis menuju pemerintahan demokntis

ryqpgfqn setuah prces yang kompbks dan melibat<an sejumlah hhapan. Dari
kondisi lahr belakang persafuan nasionar, proses tsansisi dari pimerintah
nondemokratis menuju pemaintahan demokralis melalui fua hhap. pertama, hhap
persiapan yang dihndai adanya perjuangan poririk untuk m'enlatutrkan- rezim
nondemokratis. Kedua, tahapan kepufusan, dimana elemen dari tertib atau
kelembagaan demokrasi telah dibentuk. Ketiga, bhapan konsolidasi, oimana 

-lemuala.'.^

dan prakhk demokrasi mendarah daging dalam budaya polilik (Sorenson, 2003: g1).
,lua1z Linz (dalam Sorensen,2003: 79S0) menyatakbn demokrasi yang 6old

memiliki indikator tidak ada satu pun dianhn aktor politik besar partai, atau kurn'pulan
kepentingan, kekualan atau lembaga, yang memikirkan bahwa ad'a altematif lain di bar
proses demokmi unfuk meraih kekuasaan, dan lidak ada lembaga politik atau
kelompok yang berhak memveb rindakan para pembuat keputusan yanj ter.iititr secara
demoknalis. Ringkasnya denrokrasi harus dilihat sebagai "safu-satunya 

'permainan

kob",

. Apabila memperhalikan kebufuhan mendasar dari konsolidasi demokasi yang
ketiga yaitu lembaga dan prahek demokrasi telah membudaya, mata uiayi
membudayakan budaya polilik demokrasi atau budaya poritik kewarganegaraan icivic
culfure) merupakan keharusan.

. Kebudayaan politik suatu bangsa adalah frekuensi berbagai orientasi
kognisi,afeksi, dan evaluasi terhadap sistem politik umumnya, terhadip masukan
(inpufl dan keluaran (oufpug sistem politik, dan terhadap diri sendiri sebagai aktor
politik (Ramlan Surbakti,l984: 6? Almond dan Verba, 19g4: 1&19).

Pengetahuan seseorang tentang sistem politik, mencakup pengetahuan
mengenai sfuktur politik (misarnya: eksekutif, regisratif dan yudikatif, paiai-partai
politik, kelompok kepentingan, dan tokoh-iokoh potitii<y, rnpui politik (funtutan ateu
dukungan masyarakat terhadap.pemerinlah), output politik (keiuaran'sisitem por,rii
berupa berbagai keputusan/kebijakan yang diambir struktur politik yang be.ryeiinli
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obdtati|, pendapat-pendapat indivitlu sebagai aktor polilik, pendapat individu

mengenai warga negata lainnya, kesemuanya ifu merupakan orienbsi/pandangan

plitik jenis kognbi.
Sikap seseoftlng berupa penerimaan abu penolakan, percaya (frusf)'

permusuhan (nosf/rly) terhadap sistem polif< ,pendapatpendapat individu sebagai

ahor politik, serta mengenai warya negara lainnya merupakan orienhi politik afeksi.

'Dalam kehilupan sehari-hari rasa percaya dan permusuhan termanifestasi dalam

benfuk kualitas politik yang sangat sering kita temukan, yaifu keriasama dan konflik"

(Alfan & Nazaruddin Siamsudddin, eds., 1991:23).' 
Penilaian seseo€ng terhadap sistem politik, pendapat individu sebagai

aktor politik dan pendapat warga negara lainnya berdasaftan nilai moral, nilai-nilai

sosial yang dipercayainya , dapat berupa penilaian baik abu buruk merupakan

orientasi politik evaluasi. Ketiga orientasi politik tersebut, dalam realitas merupakan

kesafuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya seseorang

memberikan penilaian yang baik terhadap sistem politiknya dipengaruhi oleh

pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya mengenai sbtem plitiknya. Dengan

kata lain, "budaya politik suafu bangsa sesungguhnya lidak lepas dari pengaruh dari

nilai - nilai sosial yang dianut oleh masyarakatrya. Misalnya, pada wakfu masuk

menjadi a new nafron sfate (negana baru merdeka), tetapi nilai - nilai sosial yang

kuat sebagai warisan pada bhap old sociefy (masyarakat lama/sebelum merdeka)

ituhodalistik, makadapatsaja budayapolitikyang be*embang sangatdipengaruhi

feodalisme. Padahal yang dikehendakidalam a new nation state adalah budaya politik

yang modem (demokratis) (Cholbin,1998 : 41).

Budaya politik lndonesh, meskipun bisa sala diperdebat<an ada

kecenderungannya berkembang seperli di atas, terutama dalam htaran pemerintah,

sehingga lidak menghenankan iika kih pemah mengalami pemerintahan otoriter
pada masa ORI-A (pemerintahan otoriter jilid 1) dan pada masa ORBA (pemerintahan

otoriterjilid 2).
Pada era reformasi sebagai era demokrasi diharapkan bahkan merupakan

keharusan untuk mengembangkan budaya politik egalitsrian (demokatis). Almond &

Verba dalam konteks untrk mewujudkan negara yang demokratis dan stabil

mengajukan tipe budaya politik kewarganegaraan (Almond & Verba,1984:3$37;

Ramlan Surbakti,l 984:6$70).
Budaya politik kewarganegaraan (civic wltureJ merupakan kombinasi yang

seimbang atau proporsional antara karakterislik-karakteristik berikut: aktif, rasional

(tidak emosional), memiliki informasi yang cukup mengenai politik, loyalitas pada

sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap p€merintah, kepercayaan

sesama lrarga negara, dan keterikabn pada keluarga, suku, dan agama. Oleh

karena itu, dalam budaya politik kewarganegaraan orientasi politik pada budaya

polilik partisipan, dikombinasikan secara seimbang dengan orientasiorientasi politik

pada budaya p,olirk parokhial dan budaya politik subiek. Jadi lidak menggantikan

orientasi plitik budaya plitik parokhial dan subjek.
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Pedunya pengembangan budaya plitik kewarganegaraan karena aspek-
aspek orientasi politik yang terdapat didalamnya mencakup aspek mikro politik
(htaran politik pada individu) dan makro politik (sistem politik nasional) terjembatani.
Orientasi politik aspek mikro politik, terutama orientasi politik parokhial sebagai sub
kultur misal keterikalan pada agama,etris, serb orientasi partisipan teruhmi yang
berupa aktif dan nsional sebagai budaya peranan (role cufture). Aspek mako politik
terulama pada orientasi politik loyalitas kepada sistem polilik nasional, kepercayaan
dan kepatuhan terhadap pemerintah.

Memperhatikan unsur-unsur orientasi politik pada budaya polilik
kewarganegaraan tersebut, memang merupakan unsur yang sangat dibutuhkan bagi
pengembangan sistem politik yang demokratis dan stabil. Juga hal itu menunjukkan
bahuaa budaya politik kewarganegaraan dapat menjadi jembatan antara mikkro politik
dan makro polilik

Kemudian apabila dikaitkan dengan unsur+unsur karakter warga negaftl
(ctVb drbposdrbns) yang meliputi karakter kevrrarganegaraan privat dan pirUtif ying
mencakup (1) menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri), (2) memdnuhi

FpgynSjg1mb 
pemonal kewarganegaraan, (3) menghormali harkat dan marlabat tiap

individu, (4) berparlisipasi dalam urusan-urusan kewaqanegaraan secara bijaksani
dan ehktif, dan (5) mengembangkan fungsi demokrasi konstifusional yang sehat.
Kelima karaKer kewarganegaraan di ahs secara substansial merupakan cermin dari
budaya politik demokrasi (civic culture). Secara demikian maka berkembangnya
karakter kewarganegaraan sebagai suatu perwujudan budaya politik Oemoirisi
merupakan fukbr penting bagi terciptanya konsolidasi demokrmi.

Penutup
Konsolidasi demokrasi merupakan tahap akhir dalam fansisi demokrasi. Oleh

karena itu, jika hhap ini tidak dapat diselamafl<an dapat saja akan sef back ke
demokrasi yang lidak stabil bahkan kembali ke pemerintahan yang otoriter.

Konsep dan teori konsolidasi demokrasi yang diajukan dalam tulisan ini
mengedepankan aspek kulfur menunjukkan budaya plitik'demokrasi atau budaya
kewarganegaraan (ciic cufture), sebagai faktor penentu terciplanya konsolidasi
demoknsi. Melalui pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civic educationJ yailu
dengan pengembangan karakter kewarganegaraan (crurbdr,spos/dbns1 yang merupikan
cermin 

. 
budaya 

.kewarganegaraan merupakan faktor penting unfuk- menunlang
konsolidasi demokrasi, terutama di lihat dan sisi masyarakat kewarganeganan (cr'v7l
soclely).
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